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RINGKASAN

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (Al) telah membawa perubahan
yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Al
memiliki kemampuan untuk mengolah data dalam jumlah besar, melakukan analisis
hukum, mengidentifikasi konflik norma, hingga memberikan rekomendasi
kebijakan secara cepat dan sistematis. Berbagai negara telah mulai memanfaatkan
Al dalam mendukung proses legislasi sebagai upaya meningkatkan kualitas regulasi
dan efektivitas pembentukan hukum. Namun demikian, penggunaan Al dalam
proses legislasi juga memunculkan berbagai persoalan hukum, khususnya dalam
perspektif hukum tata negara. Penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa hingga
saat ini Indonesia belum memiliki pengaturan yang secara khusus mengatur
penggunaan Artificial Intelligence dalam proses legislasi. Pengaturan yang ada
masih bersifat sektoral dan tersebar dalam berbagai peraturan, seperti Undang-
Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pelindungan Data
Pribadi, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik, serta Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Artificial Intelligence. Kondisi tersebut
menunjukkan adanya kekosongan norma (legal vacuum) yang berpotensi
menimbulkan ketidakpastian hukum apabila Al dimanfaatkan dalam pembentukan
peraturan perundang-undangan. Hal ini juga terlihat dalam hasil penelitian yang

mengidentifikasi belum adanya regulasi khusus mengenai Al dalam legislasi.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif
dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan

konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative
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approach). Pendekatan perbandingan digunakan dengan membandingkan
pengaturan dan praktik penggunaan Al dalam proses legislasi di Indonesia dengan
Uni Emirat Arab sebagai negara yang telah mulai mengintegrasikan Al dalam
penyusunan regulasi. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi
kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian

dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis, Artificial Intelligence bukan
merupakan subjek hukum, melainkan hanya berkedudukan sebagai objek hukum
dan instrumen teknologi (decision support system). Al tidak memiliki kehendak,
kesadaran, maupun legitimasi konstitusional untuk menjalankan kewenangan
negara. Oleh karena itu, dalam proses legislasi Al hanya dapat dimanfaatkan
sebagai alat bantu dalam melakukan analisis data, penyusunan naskah akademik,
harmonisasi regulasi, identifikasi inkonsistensi norma, serta evaluasi kebijakan.
Adapun kewenangan untuk membentuk norma hukum, melakukan pembahasan,
menyetujui, dan menetapkan undang-undang tetap berada pada DPR dan Presiden

sebagai lembaga yang memperoleh legitimasi berdasarkan UUD Tahun 1945.

Dari perspektif konstitusi, penelitian ini menemukan bahwa penggunaan Al dalam
proses legislasi memiliki implikasi positif berupa peningkatan efisiensi, percepatan
analisis hukum, peningkatan kualitas harmonisasi peraturan, serta kemampuan
mengolah data hukum dalam jumlah besar. Selain itu, karakteristik Al yang
menggunakan sistem algoritma (black box algorithm) menimbulkan persoalan
mengenai transparansi dan akuntabilitas. Apabila Al menghasilkan rekomendasi
yang keliru atau menimbulkan kerugian dalam proses legislasi, maka muncul
persoalan mengenai pihak yang harus bertanggung jawab karena Al tidak memiliki
kapasitas sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum tetap
berada pada manusia atau institusi yang mengembangkan dan menggunakan sistem
tersebut. Temuan ini memperkuat prinsip bahwa Al tidak dapat menggantikan

kewenangan konstitusional lembaga negara dalam pembentukan hukum.



Berdasarkan hasil analisis tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa
penggunaan Artificial Intelligence dalam proses legislasi dapat dibenarkan secara
konstitusional sepanjang Al hanya berfungsi sebagai alat bantu (decision support
system) dan tidak menggantikan fungsi pembentuk undang-undang. Agar
pemanfaatan Al tetap sejalan dengan prinsip negara hukum, dan diperlukan
pembentukan regulasi yang secara khusus mengatur tata kelola Artificial
Intelligence, meliputi prinsip penggunaan, batas kewenangan, transparansi
algoritma, akuntabilitas, perlindungan data pribadi, mekanisme pengawasan, audit
sistem Al, serta pertanggungjawaban hukum. Dengan demikian, pemanfaatan Al
diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembentukan peraturan perundang-
undangan serta tidak menggantikan kewenangan konstitusional lembaga negara

dalam pembentukan hukum.
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ABSTRAK
Kata Kunci: Artificial Intelligence, Legislasi, Negara Hukum, Konstitusi.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan Artificial Intelligence (Al) yang
mulai dimanfaatkan dalam berbagai sektor pemerintahan, termasuk dalam proses
pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemanfaatan Artificial Intelligence
berpotensi meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyusunan regulasi melalui
kemampuan analisis data, pemetaan peraturan, harmonisasi norma, serta
penyusunan naskah akademik. Namun demikian, penggunaan Artificial
Intelligence dalam proses legislasi juga menimbulkan berbagai persoalan
konstitusional, terutama berkaitan dengan prinsip negara hukum, demokrasi,
akuntabilitas, serta kepastian hukum. Di sisi lain, Indonesia belum memiliki
pengaturan khusus yang secara komprehensif mengatur penggunaan Artificial
Intelligence dalam proses legislasi sehingga berpotensi menimbulkan kekosongan
hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Artificial Intelligence dalam
perspektif hukum Indonesia serta menganalisis implikasi konstitusional
penggunaan Artificial Intelligence dalam proses legislasi di Indonesia. Penelitian
ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan
perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual
approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum
yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis
secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Artificial Intelligence dalam sistem hukum
Indonesia masih berkedudukan sebagai objek hukum dan instrumen teknologi yang
berfungsi sebagai decision support system, sehingga tidak memiliki kapasitas
sebagai subjek hukum maupun pemegang kewenangan konstitusional. Penggunaan
Artificial Intelligence dapat diterapkan pada tahapan perencanaan, penyusunan,
penelitian hukum, pemetaan regulasi, harmonisasi peraturan, serta analisis data
dalam proses legislasi. Namun demikian, kewenangan untuk merumuskan norma
hukum, melakukan pembahasan politik, mengambil keputusan, serta menetapkan
undang-undang tetap berada pada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sebagai
pelaksana kedaulatan rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini juga menemukan bahwa pengaturan Artificial
Intelligence di Indonesia masih bersifat parsial dan belum memberikan kepastian
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hukum mengenai batasan penggunaan Artificial Intelligence, transparansi
algoritma, mekanisme pengawasan, audit sistem, maupun pertanggungjawaban
hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi khusus mengenai tata
kelola Artificial Intelligence yang mengatur prinsip penggunaan, batas
kewenangan, transparansi, akuntabilitas, perlindungan data, mekanisme
pengawasan, dan pertanggungjawaban hukum agar pemanfaatan Artificial
Intelligence dalam proses legislasi tetap sejalan dengan prinsip negara hukum.
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in the Legislative Process in Indonesia. Master of Law Program, faculty of
Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor Dr.
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Abstract
Keywords: Artificial Intelligence, Legislation, Rule of Law, Constitution.

This research is motivated by the rapid development of Artificial Intelligence (Al),
which has begun to be utilized in various governmental sectors, including the
legislative process. Al has the potential to improve the effectiveness and efficiency
of law-making through data analysis, regulatory mapping, legal harmonization, and
the preparation of academic papers. Nevertheless, the use of Al in the legislative
process raises constitutional issues related to the principles of the rule of law,
democracy, accountability, and legal certainty. Furthermore, Indonesia has not yet
established a comprehensive legal framework specifically governing the use of Al
in the legislative process, creating a potential regulatory gap.

This study aims to analyze the legal status of Artificial Intelligence within the
Indonesian legal system and to examine the constitutional implications of its use in
the legislative process. This research employs a normative legal research method
using statutory, conceptual, and comparative approaches. The study relies on
primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively
using descriptive-analytical methods.

The findings reveal that Artificial Intelligence within the Indonesian legal system
remains legally positioned as an object of law and a technological instrument
functioning as a decision support system, rather than as a legal subject or holder of
constitutional authority. Al may be utilized in legislative planning, legal research,
regulatory mapping, legal harmonization, drafting academic papers, and data
analysis. However, the constitutional authority to formulate legal norms, conduct
political deliberations, make legislative decisions, and enact statutes remains
exclusively vested in the House of Representatives and the President as the
constitutional representatives of the people's sovereignty under the 1945
Constitution of the Republic of Indonesia. The study further finds that Indonesia’s
current Al regulatory framework remains fragmented and fails to provide adequate
legal certainty regarding the scope of Al utilization, algorithmic transparency,
supervisory mechanisms, system auditing, and legal accountability. Therefore,
Indonesia should establish a comprehensive legal framework governing Artificial
Intelligence by regulating its principles of use, limits of authority, transparency,
accountability, data protection, supervisory mechanisms, and legal responsibility to
ensure that Al-assisted legislation remains consistent with the principles of the rule
of law.
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